
SALINAN

Menimbang :

Mengingat:

PERATURAN DAERAII I(ABTIPATEN BALAI{GAN
NOMOR 8 TAI{UN 2OL2

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BALANGAN'

a. bahwa dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28

Tahun 2AAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

daerah kabupaten Eiberl kewenangan untuk menetapkan
retribusi perizinan terhadap safaila pelayanan angkutan
penumpang umum milik perorangan atau badan;

b. bahwa ketertiban, keamartan, dan kelancaran arus moda

transportasi. bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan

angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya
dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek
tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud
d.alam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Tentang Retribusi lzin Trayek;

1. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan ifubupatin Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi frllntrrtan Selatan (Lembaran Negara

RepuUlik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 22' Tambahan

Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2651;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemb.[^an Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 1)S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4437),sebagaimanaterakhirdiubahdenganUndang-
Und.ang Nomor i2l tatrun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Und.ang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
pemerintahuri O""ruti (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8afi;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan

Keuangan antLa Pemerintalr Pusat dan Pemerintahan

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo4
Nomor 126, Tambatran t,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2AO4 tentang Jalan

(Lemb&an NegLa Republik Indonesia Tahun 2oO4 Nomor

i32, T.*bah; Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

4444\;

5'Und,ang-UndangNomor22Tah:urr2aogtentangLaiu.Lintas
dan Aiskuta, iaran (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

6. Und.ang-undang Nomor 28 Tahun 2ao9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ao9 Nomor 130, Tambahan Lembarart Negara

Repubiik Indonesia Nomor 50a9) ;

7. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 1993 tentang
Angkuta:r Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lgg3 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daera-h {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentartg

Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintatr,

Pemerintahan Daerah Provinsi daI1 Pemerintahan
Kabupate n I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 8i,, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 119'

fairfairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201i
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 69fl;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah 6aerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2oo8 Nomor a2, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Balangan Nomor 43);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dry Tata Kerja

PerangkatDa-erahKabupatenBalangan(LembaranDaerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran DaerJh Kabupaten Balangan Nomor 44l,

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah

NomorlsTahun20lltentangPerubahanKeduaAtas
PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor03Tahun
2oostentangPembentukanOrganisasi'DanTataKerja
perangkat Dierah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balalgan Tahun ZOLL Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun2oagtentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah ilembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2AA9



Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 55).

Dengan Persetujuan

DEWAI{ PERWAI(ILAIV RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAI{

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN T'II[I'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ba1angan.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan'

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Dinas perhubungal Komunikasi dan Inforrnatika selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Perl:.ubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

5. Kas Daerah adaiah Kas Daerah Kabupaten Balangan;

6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

7. Angkutan Penumpang Umum adalatr kendaraan bermotor yang disediakan

unluk dipergunakan oieh umum dengan dipungut bayaran.

8. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam

*ifiyrf, kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil

penumparg umum terkait dalam trayek tetap dan teratur'

9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

sebanyak-ba*i"k;a 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
p"..g.*.rai baik dengafr maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi.

10. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa

angkutan o.u11g "t"u 
barang dengan kendaraan umum dijalan.

11. Kendaraan bermotor ada-lah kendaraan yang digerakkal oleh peralatan teknik
yaJtg berada Pada kendaraan itu'

12. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor
- yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan ra-ncangan teknis

penggunaannya.

13.Terminal ad.atah prasaralla transportasi jalan untuk keperluan tt"*us1 dail

menurunk* or".rg atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan

kendaraan umum yang merdpakan safah satu wujud simpul jaringan

transPortasi.

14. Trayek adalah lintasan kendaraan Llmum untuk pelayanan jasa angkutan

dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai



asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak

terjadwal dalam wilaYah Daerah.

15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu

kesatuan jaringan pelayanan ang]<utan orang.

16.Iztn Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa

trayek tertentu termasuk angkutan taksi.

17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipirgunakan oleh umum mengangkut orang untu,k keperluan khusus atau
untuk mengangkut barang-barang khusus.

18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah
dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksud untuk pembinaal, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan pemasfaatan ruang terlentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

1g. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran

atas pemberian izin liepida orang pribadi atau badan untuk menyediakan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam

wilayah Daerah.

20. WAiib Retribusi adalah orartg pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perlndang-undangan retribusi diwajibkan untuk meiakukan pembayaran

ietribusi, termasuk pemungqt atau pemotong retribusi tertentu.

21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SpORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah'

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat sKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung'

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat 5KiTDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang ditetapkan.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adatah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang'

25, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa denda.

26. Surat Keputusan Keberatal adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKRD atau dokumen iain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang

diqjukan oleh wqjib retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengelola data dan atau ketetrttgul dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemJnuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perUndang-

Undangan retribusi daerah.

28. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan. oleh Bupati

melalui Kepala Dinas 
.Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika terhadap

kendaraan bermotor yang telah mendapat izin ttayek'

29. Pengawasal adalah kegiatan pemantluan, penilaian dan tindakan kolektif

terhi.dap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Ja1an.

30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian

tindakan yang dltai<ukan oleh Penyidit< Regawai Negeri Sipil yang selanjutnya



disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang terang tindak pidana di bidang retribusi daerah

yang terjadi serta menemukan tersangka'

BAB II
K TENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di daerah dilaksanakan dalam

jaringan traYek.

Pasal 3

(1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud datam Pasal 6 ditetapkan oleh

Bupati atas risul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika'

(2\ Usulan penataan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan rnemperhatikan :

a. kebutuhan angkutan;
b. kelas jalan;
c. tingkat Pe1aYanan jalan;
d. jenis PelaYanan angkutan; dan
e. rencana umum tata ruang.

Pasal 4

(1) Setiap angkutan Penumpang umum
melayani trayek-trayek lain dengal
trayek yang ditentukan.

Dalam hal keadaan tertentu Yang
melalui dinas daPat memberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

tidak diperbolehkan mengambil atau
membawa penumPang umum selain

menyangkut masalah teknik, BuPati
pengecualian terhadaP ketentuant2)

BAB III
KTTTNTUAI{ IZIN TRAYEK

Pasal 5
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang m9]akukan kegiatan usaha angkutan

umum dalarrrwilayah daerah waji6 mEmitki izin trayek dari Bupati'

{2\ lzin trayeksebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan dalam

bentuk:
a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ;

dan/atau
b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek'

Angkutan orang d"engan kendaraan bermotor umum dalam trayek

;;&#*ana diriat<sudlada ayat (1), adalah angkutan perdesaan dan/atau

,ng}*turr perkotaan dalam wilayah daerah'

Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat t2) huruf a, adalah

angkutan pedesaan O#7atau angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten

dengan kriteria :

a. memiliki rute tetap dan teratur ; dan
b. menaika, dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan'

ts)

(4)



(5) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak daiam trayek

sedagaimana dimaksud pad'a ayat (3) huruf b' terdiri atas:

a. aigkutan orang dengan menggunakan taksi ; dan
b. angkutan orang diwilayah tertentu'

(6) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat

keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan'

Pasal 6

Bup ati menetapkan j um1 ah maksimal rzin y ang dikelu arkan.

Pasal 7

lzin *ayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 5 (lima) tahun'

dan diperbaharui setiap 1 tatrun dengan tetap memenuhi ketentuan dan

persyaratan Yang berlaku'

Pasal 8

(1) Untuk memperol eh inn trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5' setiap

pemilik atau pengusaha angkutan hrrus mengajukan permohonan kepada

bupati melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan'

(2\ Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

a. Fltocopy KTP/akta pendirian perusahaan/koperasi ;

b. FotocoPY buku uji;
c. FotocoPY STNK;
d. Fotocopy izin trayek(untuk perpaljangan)'

t3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
dengan Peraturan BuPati.

memperoleh izin traYek diatur

Pasal 9

Permohon an lzin trayek sebagaimana dimaksud
Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. permohonan izin traYek baru;
b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan

(2lPerubahaniztntrayeksebagaimanadimaksudayat(1)hurufb
dalam hal:
a. pembaruan masa berlakunYaizin;
b. pengalihan Pemilikan;
c. pembahan traYek; dan/atau
d. penggantian kendaraan'

(1) dalam Pasal

masa berlaku

8 ayat (1)

izin trayek.

, dilakukan

{1)

(21

Pasal 1O

Setiap izin trayek yang telah diberikan dapat dicabut kembali sebelum habis

masa berlaku, "p"UiL 
tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketentuan-

ketentuan yang tltafr ditetapkan dengan melalui proses peringatan tertulis

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing

(1) satu bulan.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada lyat (1) tidak diindahkan'

dilanjutkan a.rrgan p"*["f,"an izin trayek untuk jangka waktu selama 1

(satu) bu1an.

o



LZIrI
dan

(s) Jika pembekuan
jangka waktunYa
trayek.

trayek sebagaimana
tidak ada perbaikan,

dimaksud Pada aYat {21 habis
maka di.iakukan Pencabutan izin

(1)

(2\

(1)

(2\

Pasal 11

Terhadap izin trayek yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan
pembaruan izin traYek'

untuk pembaruan izin karena habis masa beriakunya, maka harus diajukan

f.r-otrorran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya

izin trayek.

Pasal 12

Kepada. setiap angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat menggunakan

kendaraan bermoior sesuai dingan izin trayek yang dimiliki.

penyimpangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan rrtttrrk keperluan khusus dengan ketentuart:

a. Penambahan kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti

iebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru;

Keadaan darurat; dan/ atau

pengerahan massa, seperti kampanye pemilu, rombongan olahraga, karya

berlaku paling lama L4

BAB tV
I(ETENTUAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 13

Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat {51 huruf a, ha-rus pelayanan angkutan dari pintu ke pintu

d;;g* wiia,af, operasi kawasan perkoiaan dalam wilayah daerah'

Angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 5

ayat (5) huruf b, adalah :

a. harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan 1okal dan

jalan lingkungan ; dan
b. harus mengunakan mobil penumpang umum'

Evaluasi terhadap wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak

dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam I (satu) tahun

dan diumumkan kePada masYarakat'

BAB V
I{ARTU PENGAIryASAN

b.

c.

(s)
wisata dan lain-lain.

Penyimpangan izin trayek hanya diberikan untuk
(empat Uetai) hari serta tidak dapat diperpanjang'

Pasat 14

untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin trayek yang dikeluarkan'

kepada setiap angkutan penumpang umum yarg telah memperoleh Lzin

(1)

(2\

t3)

(1)



trayek diberikan kartu pengawasan yang mencantumkan trayek-trayek yang

boleh d1ialui kecuali algkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu tidak
mencantumkan traYek tersebut.

t2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (i) berlaku untuk jangka

waktu sarna dengan izin trayek dan setiap tahun wajib melapor untuk
memperbaharui.

BAB VI
KTTTNTUA}T LARAITGAN

Pasal 15

Tanpa izin dari BuPati, dilarang:

a. mengusahakan, menyuruh mengUsahakan angkutan penumpang dalam

daerah;

b. menambah jumlah kendaraan bermotor untuk kegiatan penumpang umum;

c. mengalihkan izin trayek yang telah diberikan; danf atau

d. mengubah trayek yang telah diberikan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VII
NAMA, OB.IEK, SI'BJEK DAN GOLONGAN RBTRIBUSI

Pasal 16

Dengan narna Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai bayaran atas

pelalanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan hukum untuk
i.""V"ai"f.an pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa

trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau

Uadan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu

atau beberaPa traYek tertentu.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah ofang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau

memperoleh inn trayek dari Pemerintah Daerah'

Pasal 19

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi petinnaxt tertentu'

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 2O

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah
,rrft ,rtrrr, kafasitas angkutan dan jangka waktu'

tztta yang diberikan, jenis



(1)

(2\

BAB I'(
PRII{SIP DAI,AM PENEIAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian itau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian
izin trayek.

Biaya penyelenggafaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
Seca-ra terus menerus d.ilapangal, penegakan hukum, dan penatausahaan
dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

BAB X
STRT'KTUR DAN BESARNYA TARIF RITRIBUSI

?asal22

(3) Atas dasar pelayanan pemberian ialn trayek dan kartu pengawasall

dikenakan tarif retribusi'

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan besaran sebagai

berikut:
a. Izin trayek untuk angkutan penumpang, terdiri dari:

1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp' 100'000,-
2. Kapasitas 9 sld 15 tempat duduk Rp' 150'000,-
3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat d"uduk Rp' 175'000,-
4, Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp' 200'000,-

b. Kartu pengawasan untuk angkutan penumpang , terdiri {rl-,-
1. Kapasitas I s/d 8 tempat duduk Rp' 40'00O,-
2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp 6O 000,-
3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp' 80'000,-
4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp' 100'000'-

c. Perubahan trayek, terdiri dari :

1. Kapasitas 1 sld 8 temPat duduk
2. Kapasitas 9 s/d 15 temPat duduk
3, Kapasitas 16 s/d 25 temPat duduk
4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk

d. Izin insidentill penyimpangan trayek, terdiri dari:
1. Kapasitas t s/a 8 tempat duduk Rp' 10'000,-
2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp' 15'000,-
3. Kapasitas 16 sld 25 tempat duduk Rp' 20 00!,-
4. Kalasitas diatas 25 tempat duduk Rp' 25'000,-

Rp. 150.000,-
Rp. 2O0.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 300.0O0,-

(1), ditambahkan biaYa

Rp. 5.O00,-
Rp. 5,000,-
Rp. 15.000,-

{s) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
administrasi dengan besaran sebagai berikut:
a. formulir
b. penggalltian kartu Pengawasan
c. stiker trayek



BAB XI
lIIILAYAH PUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Masa retribusi adatah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa izin trayek dan kartu pengawasan.

Pasal 25

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen iain yang

d"ipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

d.ipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

{2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara

bruto ke Kas Daerah.

(3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XTV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wqjib retribusi tidak rnembayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dilienakan sanksi ad.ministrasi berupa denda sebesar 27o (dua persen)

""ti"p 
Uulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD-

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Pembayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari

sejak saat retribusi terutang.
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Pasal 29

(1) pembayaran retribusi diiakukan di kas daerah atau ditempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati Balangan sesuai waktu yang diberikan dengan
menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu SSRD dan
STRD.

(2\ Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil
retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jarrr.

t3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil
retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3O

Bupati atas permohonan wqjib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang

di lentukan, dapat diberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda
pemb"yrtan retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan
d,ikenakan denda 2ok (dua persen) setiap buian keterlambatan;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran
sebagaimana d.imaksud pada ayat (i) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 31

(U Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan;

(21 Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XYI
?ATA CARA PENAGIIIAN

Pasal 32

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain seperti SSRD

dan STRD Surat Keputusal Pembetulan, surat keputusan keberatan yang

menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak
atau-dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa'

Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yan g berlaku.

(1)

(2\

(1)

(2j

BAB X1NI
PENGEMBALIAN I(PLTBIHAN PEIVIBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

tl) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembatian kelebihan kepada Bupati'

(2\ Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara, 
tetulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
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narna dan alamat wajib retribusi.
masa retribusi.
alasan yang singkat dan jelas.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(4) Apabila permohonar pengembalian ketebihan retribusi dikabulkan, harus
diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterima permohonan.

Pasal 34

(1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pimbayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(21 Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diiakukan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB'

(3) Apabila pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat
jangka *"ti" 5 {lima) bulan sejak d.iterbitkannya SKRDLB, bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan atas

keterlambatan pembayaral retribu si.

Pasal 35

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diiakukan
menerbitkan surat perintah membayar keiebihan retribusi.

dengan

(2\ Apabila pengembalian keiebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utrng retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1),

p"*-bry*^r, dit*t rrkan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai

bukti pembayaran'

BAB X\IIII
KEDALIIWARSA

Pasal 36

Hak untuk melakukan penaglhan retribusi, kedaluwarsa seteiah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahu-n terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
i""irfi apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:
a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
t. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak iangsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, ked.aluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat

Teguran tersebut.

a.
b.
C.

(3)

(1)

(2\

(3)
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(4)

(s)

pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

.yri (zl huruf b,"adalah Wajib Retribusi d.engan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.

pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud
padi ayat {2\ huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonall angsurall

Lt*,, penundaan pembay*u.t dan permohonan keberatan oieh Wajib

Retribusi.

BAB XtI(
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG R"ETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 37

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan BuPati.

BAB }O(
INSENTIF PEMUNGU?AN

Pasal 38

Bupati dapat memberikan insentif bagr Instansi yang melaksanakan
p"rir"ngUt., e"3ut berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan

ketentuan Peraturan Pemerintah'

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'

Tata cara pemtrerian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Bupati'

(1)

(21

(3)

(1)

(2\

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB )O$
PEI TIDIKAN

Pasal 39

Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang Khusus" sebtlai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak

pidana af uloang Retribrisi paeiatr sebagaimana dimaksud daLam undang-

undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat peglYai negeri

,ipii t"*.ntu ?i tngkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

yang berwenang s"srai d-ngan peraturan per undang-undangan'

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 1{at (1) adalah;

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pid,ana di bidang Retribusi Daerah agar

keterangan atau"laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencafi, dan mengqmpulkan keterangan mengenai orallg
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangal dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta baltuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhentj. dan/atau melarang seseorang meninggal.kan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Lindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orarrg untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai
perundang-undangan.

kelancaran penyidikan tindak
dengan ketentuan Peraturan

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melaiui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X}$I
KSIENTUAN PIDANA

Pasal 4O

Wqjib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peianggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

(1)

(2)

Dengal berlakunYa
yang dikeluarkan
berakhirnyatzin.

Pasal 41

peraturan daerah ini, maka iztn trayek dan kartu pengawasaJl

sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai masa
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BAB }UilII
KEIENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang

*"ng"n"i teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
pJraturan daerah -ini d.rrg* menempatkannya dalarn Lembarar: Daerah

Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2412
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundalgkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2A12
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DABRAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2072 NOMOR 0B

an sesual
kum

dengan aslinya.
Setda Kab. Balangan,

Hukum,

ARIN, SH
.r {rv/b)

11019 L99203 1 002

'{ia"l
*1,
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I.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAT{ DAERAH KABUPATEN BALA}IGAN
NOMOR 8 TAHUN 2A,,2

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PENJETASAI{ UMUM

Penlmsunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dimana retribusi izin trayek termasuk dalam jenis
retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentalg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha
pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga
d.nga. kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi
manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah

satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah
yang memiiiki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah
La*rn melaui pemungutan retribusi atas inn trayek sehingga diharapkan
akan meningkatkan efektivitas dan efisien retribusi daerah serta
meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jeias

Pasal 2,
Cukup Jelas

Pasal 3,
Cukup Jelas

Pasal 4,
Cukup Jelas

Pasal 5,
Cukup Jelas

Pasal 6,
Cukup Jelas

Pasal 7,
Cukup Jelas

Pasal 8,
Cukup Jelas

Pasal 9,

u.
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Cukup Jelas

Pasal LO,
Cukup Jelas

Pasal 11,
Cukup Jeias

Pasal 12,
Cukup Jelas

Pasal 13,
Cukup Jelas

Pasal 14,
Cukup Jelas

Pasal 15,
Cukup Jeias

Pasal 16,
Cukup Jelas

Pasal 17,
Cukup Jelas

Pasal 18,
Cukup Jelas

Pasal 19,
Cukup Jelas

Pasal 20,
Cukup Jelas

Pasal 21,
Cukup Jelas

Pasal 22,
Cukup Jelas

Pasal 23,
Cukup Jeias

PasaT 24,
Cukup Jelas

Pasal 25,
Cukup Jelas

Pasal 26,
Cukup Jelas

Pasal 27,
CukuP Jelas

Pasal 28,
Cukup Jelas
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Pasal 29,
Cukup Jelas

Pasal 30,
Cukup Jelas

Pasal31,
Cukup Jelas

Pasal 32,
Cukup Jelas

Pasal 33,
Cukup Jelas

Pasal 34,
Cukup Jelas

Pasal 35,
Cukup Jelas

Pasal 36,
Cukup Jelas

Pasal 37,
Cukup Jelas

Pasal 38,
Cuhrp Jelas

Pasal 38,
Cukup Jelas

Pasal 39,
Cukup Jelas

Pasal 40,
Cukup Jelas

Pasal 41,
Cukup Jelas

Pasal 42,
Cukup Jelas

TAITilBAIIAN TEMBARAN DAE,RAII XABI'PATEN BALJINGAN NOMOR 78
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